BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik

kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam mendukung otonomi
daerahnya masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dari tingkat rasio kemandirian, bahwa
pola hubungan keuangan Pemerintah Provinsi NTT selama Tahun Anggaran 2014 sampai
dengan 2018 tergolong rendah dimana peran pemerintah pusat masih sangat dominan.
Namun begitu, Pemerintah Provinsi NTT cukup efektif dan efisien dalam mengelola
pendapatan asli daerahnya.

2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif menunjukan bahwa aspek perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan serta kinerja pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan
baik.

3. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,137 dengan
nilai t sebesar 0,999. Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel (1,662) atau P Values 0,318.
Hasil ini berarti bahwa perencanaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
kinerja pengelolaan keuangan daerah, ditolak.

4. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengaruh pelaksanaan terhadap
kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.819

dengan nilai t sebesar 11,829 atau P Values 0,000. Nilai t tersebut lebih besar dari t tabel



(1,662). Hasil ini berarti variabel pelaksanaan memiliki hubungan yang positif dan
signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, diterima.

5. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan pengaruh penatausahaan terhadap
kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,141
dengan nilai t sebesar 0,920 atau P Values 0,358. Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel
(1,662). Hasil ini berarti bahwa variabel penatausahaan memiliki hubungan yang positif

dan tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, ditolak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut

1. Pada dasarnya tingkat kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur sudah baik, namun belum mencapai nilai ideal, maka perlu peningkatan
kinerja yang efektif dengan disertai pengawasan intern dan pengelolaan yang baik.

2. Peningkatan pemahaman dan penggunaan sistem informasi akuntansi Pemerintah Daerah
dalam proses pengelolaan keuangan daerah dan pengembangan sumber daya manusia
dalam sistem pengelolaan keuangan daerah di setiap organisasi perangkat daerah
sehingga tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dapat dilaksanakan dengan
baik.

3. Penelitian ini masih terbatas, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan
penelitian terkait kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan menambahkan variabel-
variabel independen lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini antara lain pelaporan

dan pertanggungjawaban.
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